o

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.494, 2021 KEMENDAG. Pengisian. Jabatan Pimti. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara dan menyesuaikan ketentuan
mengenai persyaratan seleksi calon Pejabat Pimpinan
Tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu
menyusun pedoman pelaksanaan pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian
Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan

Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan
Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1190);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki JPT.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
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10.

11.

12.

teknis Jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran,
fungsi dan Jabatan.

Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan
bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi
setiap tahap proses pengisian JPT.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pengisian JPT bertujuan untuk mendapatkan calon
pemangku jabatan yang kompeten dalam menduduki JPT
Madya dan JPT Pratama di lingkungan Kementerian
Perdagangan.

Untuk mendapatkan calon pemangku jabatan yang
kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara
Kompetensi, kualifikasi, dan  persyaratan yang

dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja,
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kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan tanpa

membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

Pasal 3

Pengisian JPT di lingkungan Kementerian Perdagangan

dilakukan melalui tahapan:

a.
b.

C.

perencanaan;
seleksi;

pengisian JPT melalui mutasi;
perpanjangan dan pemberhentian JPT; dan

pelaporan serta monitoring dan evaluasi JPT.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 4

Dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, Menteri menyusun dokumen

perencanaan pelaksanaan seleksi JPT.

Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. penentuan JPT yang akan diisi;

b. Kualifikasi dan standar Kompetensi untuk masing-
masing jabatan yang akan diisi/lowong;

c. pembentukan panitia seleksi;

d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan
pengisian JPT;

e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi
seleksi;

f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap
tahapan pengisian JPT; dan

g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan
lamaran.

Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada KASN untuk mendapatkan

rekomendasi penyelenggaraan seleksi JPT.



